
 

 

 
 

 

WALIKOTA TERNATE 

PROVINSI MALUKU UTARA 
 

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE 

NOMOR  18  TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

 KOTA TERNATE TAHUN 2005-2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TERNATE, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan jangka 

panjang sebagai landasan, arah dan prioritas 

pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara 

bertahap dan berkesinambungan, telah ditetapkan 

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Ternate Tahun 2005-2025; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam hal terjadi 

perubahan mendasar, maka Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dapat diubah; 

  c. bahwa terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 telah dilakukan 

pengendalian dan evaluasi dengan hasil terdapat 

perubahan sehingga perlu untuk diselaraskan dan 

diubah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate 

Tahun 2005-2025; 
 



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 48) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817);  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); 



8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 

2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Maluku Utara Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah 

Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2); 

9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Ternate Tahun 2012 Nomor 99); 

10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate 

Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate 

Tahun 2012 Nomor 100); 

 

Dengan Persetujuan Bersama : 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  TERNATE 

 

dan 

 

WALIKOTA TERNATE 
 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

KOTA TERNATE TAHUN 2005-2025. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1  Tahun 2012 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 99) diubah sebagai 

berikut : 
 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kota Ternate. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 



3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kota Ternate. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Ternate yang merupakan penjabaran dari visi, misi 

dan arah pembangunan untuk periode  20 (dua puluh) tahun, 

terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025 . 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 2 

 

(1) Program Pembangunan Daerah periode 2005 – 2025 dilaksanakan 

sesuai dengan RPJPD. 

(2) RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

a. Bab I  : Pendahuluan; 

b. Bab II  : Gambaran Umum Kondisi Daerah,  

c. Bab III : Analisis Isu-Isu Strategis 

d. Bab IV : Visi dan Misi,  

e. Bab V : Sasaran Pokok, Arah Kebijakan, pembangunan Jangka 

Panjang Daerah 

f. Bab VI : Kaidah Pelaksanaan 

g. Bab VII : Penutup  

 

 

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

 

(1) Kepala Daerah melalui Bappelitbangda melakukan pengendalian dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.  

(2) Tata cara pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan daerah ditetapkan lebih lanjut dengan 

Peraturan Kepala Daerah. 

 

 

 



Pasal  II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate. 

 

 

                                                                        Ditetapkan di Ternate 

                                                                        pada tanggal 18 Desember 2018 

 

Diundangkan di Ternate 

pada tanggal 19 Desember 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 186 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE PROVINSI     

MALUKU UTARA (18 /2018) 

 

 

Pejabat Paraf 

 
Sekretaris Daerah 

 

 
Asisten Administrasi Umum 

 

 
Kepala BAPPELITBANGDA 

 

 

Kabag Hukum & HAM 

 

 


